SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI PACITAN,

bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kebijakan
Pemerintah Daerah terkait Sub Bidang Kesehatan dan
Pencegahan Stunting, maka Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan
Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 60);

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2024 Nomor 48);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Huruf C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA,
angka 5. Kebijakan Pemerintah Daerah point a). Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor
48), diubah sebagai berikut:
5. Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam rangka mendorong percepatan capaian program Pemerintah Daerah
guna meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan
pelayanan publik, mendorong Pemerintah Desa melalui APB Desa sesuai
dengan penggunaan prioritas Dana Desa untuk difokuskan pada program
yang mendukung kebijakan Pemerintah Daerah. Dukungan alokasi anggaran
program pada APB Desa 2025 meliputi ketentuan sebagai berikut:
a} Sub Bidang Kesehatan dan Pencegahan Stunting digunakan antara lain
untuk:

1) penyediaan sarana air bersih, sanitasi minimal 1 (satu) Desa 1 (satu)
rumah, Sambungan Rumah (SR) minimal 1 (satu) Desa 10 (sepuluh)
rumah, konservasi air bersih dan pipanisasi (ketersediaan air minum);

2) melakukan validasi pendataan dan pelaporan terdampak stunting
berdasarkan dari data Pemerintah Kabupaten;

3) Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita dengan rincian
sebagai berikut:

i. ~ PMT Penyuluh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/porsi,

ii. PMT Balita dengan masalah gizi Rp 16.500,00 (enam belas ribu
lima ratus rupiah)/porsi; dan

iii. PMT pemulihan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis
Rp 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)/porsi.

4) menyelenggarakan Sekolah Orang Tua Hebat sebanyak 13 (tiga belas)
kali pertemuan dalam 6 (enam) bulan dan mengalokasikan anggaran
untuk Alat Tulis Kantor dan Konsumsi fokus di Desa, data dari Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan;

5) pemberian reward kepada pemberi ASI eksklusif;

6) pembangunan dan pemeliharaan gedung Integrasi Pelayanan
Kesehatan Primer (ILP)/Posyandu 1 (satu) Desa 1 (satu) unit; dan

7) menyiapkan dan mengalokasikan anggaran Posyandu Bidang
Kesehatan berupa operasional dan insentif kader minimal 5 (lima)
orang pada tiap unit layanan Posyandu.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal :28 - 11 -2024

BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
ttd
HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 73

'r)a Tingkat I
NIP 96560303 198903 1 006




